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Abstract. This study tries to analyze the accountability and transparency of local government 
budgets throughout Indonesia, during the Covid-19 period, through their official website. This 
research then used an indicator-based content analysis that has been commonly used to measure 
accountability and transparency practices through local government websites while still adapting 
them to the local Indonesian context. This study shows the low level of accountability and 
transparency of local government budgets, especially about the re-focusing budget for the COVID-
19 response. It is suspected that this result is caused by (1) weak public pressure on the government, 
(2) the absence of standards that have law consequences governing the pattern of local 
government accountability on their official websites, (3) the uneven social-education-technology 
order of Indonesian society, especially in the regions of central and eastern Indonesia which are far 
behind. Therefore, there is no good community structure that can optimally oversee government 
accountability and transparency in all regions in Indonesia. Finally, this study suggests that the 
provincial government to district/city governments should pay more attention to accountability and 
transparency related to the budget as a form of government accountability by inviting the public to 
oversee these activities actively. This research is then expected to fill the discussion of accountability 
and transparency issues in the current government study literature. 
Keywords: Accountability; Transparency; Budget; Covid-19; Government; Local; Indonesia. 

 
Abstrak. Studi ini mencoba menghadirkan suatu analisis dalam menilai akuntabilitas dan 
transparansi anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, pada masa Covid-19, melalui website 
resmi mereka. Penelitian ini kemudian menggunakan analisis konten berbasis indikator yang telah 
umum digunakan untuk mengukur praktik akuntabilitas dan transparansi melalui website 
pemerintah daerah  dengan tetap menyesuaikannya dengan konteks lokal Indonesia. Hasil studi ini 
kemudian menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah 
daerah, khususnya yang berkaitan dengan re-focusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. 
Diduga hasil ini diakibatkan oleh (1) lemahnya daya tekan publik kepada pemerintah, (2) tidak adanya 
standar yang berkonsekuensi hukum yang mengatur pola akuntabilitas pemerintah daerah di 
website resmi mereka, (3) tatanan sosial-pendidikan-teknologi masyarakat Indonesia yang belum 
merata, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan timur yang jauh tertinggal. Sehingga belum 
hadir tatanan masyarakat yang mampu mengawal akuntabilitas dan transparansi pemerintah secara 
optimal di seluruh daerah di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah 
provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota lebih memperhatikan akuntabilitas dan transparansi 
terkait anggaran sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dengan 
mengajak publik untuk turut serta berpartisipasi  aktif mengawal aktivitas tersebut . Penelitian ini 
kemudian diharapkan dapat mengisi diskusi isu-isu akuntabilitas dan transparansi dalam literatur 
kajian pemerintahan terkini. 
Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Anggaran; Covid-19; Pemerintah; Daerah; Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

ata statistik menunjukkan kasus Covid 19 di Indonesia, sejak bermula 

di awal tahun 2020, telah menembus  5 juta kasus dan telah memakan 

korban jiwa sebanyak 140 ribu jiwa (Satuan Tugas Penanganan 

COVID-19, 2022). Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, berbagai sektor ekonomi 

kemudian menyesuaikan hingga menghentikan proses operasinya. Beberapa 

contohnya, perusahan menghentikan proses produksi, membatasi jumlah karyawan 

aktif, hingga dibatasinya jam operasional pusat perbelanjaan. Hal tersebut memicu 

perekonomian daerah hingga berbagai negara di dunia mengalami guncangan akibat 

terganggunya proses produksi hingga penjualan barang dan jasa (Rusiadi, Aprilia, 

Adianri, & Verawati, 2020).  

Melemahnya pertumbuhan perekonomian dunia di era Covid-19 sangat 

mempengaruhi daya produksi dan beli masyarakat. Khususnya, masyarakat 

menengah kebawah yang cukup terdampak berat akibat pandemi ini. Kondisi ini 

kemudian mendorong pemerintah untuk menghadirkan beberapa kebijakan dalam 

menanggulangi dampak perekonomian yang cukup berat dirasakan masyarakat. 

Beberapa hal tersebut antara lain: memberi bantuan sosial (BANSOS) tunai (BST), 

Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Desa, bantuan untuk usaha mikro kecil, dll (CNBC, 

2021). Tetapi, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tergolong mampu malah 

mendapatkan bansos tersebut. Apalagi, ketika mantan Menteri Sosial Juliari Peter 

Batubara ditangkap karena dugaan korupsi BANSOS (Iqbal, 2021). Hal ini 

menyebabkan hadirnya tanda tanya besar dari masyarakat atas akuntabilitas dan 

transparansi penggunaan dana pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 

ini (Cahya, Tarigan, & Rivaldo, 2021; CNN-Indonesia, 2021).  

Selain itu, sejak pemerintah menetapkan peraturan mengenai penyesuaian 

anggaran pada masa pandemi Covid-19 dengan menyediakan regulasi terkait 

penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Banyak daerah yang 

mengalami perlambatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik 

(Masinambow & Gosal, 2021; Sugihamretha, 2020; Tarigan, Sinaga, & Rachmawati, 

2020). Hal yang juga semakin membuat publik bertanya-tanya, bagaimana 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, dari pusat hingga 

D 
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daerah. Apalagi dalam kondisi Covid-19, ruang-ruang terbuka publik cenderung 

dibatasi untuk menekan penyebaran virus (Saputra, 2021). Hal yang kemudian 

menyebabkan akses terhadap informasi publik tidak sebebas seperti sebelum 

pandemi. 

Isu akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana pemerintah di era Covid-19 

kemudian menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh. Khususnya, jika hal tersebut 

dikaitkan dengan begitu melekatnya wacana akuntabilitas dan transparansi dalam 

kajian-kajian administrasi, manajemen, hingga politik pemerintah (Ahn & 

Bretschneider, 2011; da Cruz, Tavares, Marques, Jorge, & de Sousa, 2016; Jurnali & Siti-

Nabiha, 2015; Navarro Galera, De Los Ríos Berjillos, Ruiz Lozano, & Tirado Valencia, 

2014; Pina, Torres, & Royo, 2010; Shahib, 2021; Shahib, Sukoharsono, Achsin, & 

Prihatiningtias, 2020b).  

Umumnya, banyak ahli yang memandang bahwa secara filosofis akuntabilitas 

itu merujuk pada tiga poin utama yakni 1) “situasi atau kualitas 

pertanggungjawaban”, 2) “kewajiban atau keinginan untuk menerima 

pertanggungjawaban”, dan 3) “mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Deegan, 

2017; Ezzamel, 1997; Ramanna, 2013; Shahib, 2021). Ketiga hal ini lebih jauh dapat 

dikatakan sebagai konsekuensi logis dari social legitimacy pemerintah terhadap publik 

yang dipimpinnya. Hal ini dikarenakan, pemerintah adalah institusi yang berasal dari 

rakyat, menggunakan uang rakyat, dan bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Maka 

secara otomatis, pemerintah kemudian dituntut oleh rakyat untuk akuntabel dalam 

setiap aktivitasnya (Alcaraz-Quiles, Navarro-Galera, & Ortiz-Rodríguez, 2015; 

Fukuyama, 2014; Lanis & Richardson, 2013).  

Sedangkan transparansi adalah salah satu unsur penting dari akuntabilitas 

pemerintah, khususnya mewakili poin “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”. 

Terutama, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengetahui proses, 

fakta, dan nilai (angka) yang dihasilkan dari suatu aktivitas pemerintah. Dalam 

praktiknya, transparansi sering diwakili oleh kemudahan akses dan ketersediaan 

informasi dari berbagai aktivitas pemerintah kepada publik. Umumnya, contoh nyata 

praktik transparansi adalah tersedianya laporan aktivitas pemerintah (seperti: 

Laporan Keuangan, Kinerja, Anggaran, dll)  (Gallhofer, Haslam, & Yonekura, 2015; 
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ICMA, 2021; Navarro Galera et al., 2014; Pina et al., 2010; Whyte & Wiegratz, 2016). Hal 

ini pada akhirnya diharapkan akan menghadirkan jaminan kepada publik bahwa 

pemerintah telah dikelola secara efisien dan bebas dari korupsi (ICMA, 2021; 

Transparancy International, 2015). 

Selanjutnya, ada hal yang menarik jika melihat kajian-kajian akuntabilitas dan 

transparansi keuangan pemerintah dalam satu dekade terakhir. Kajian-kajian 

tersebut cenderung berfokus kepada transformasi pemerintah di berbagai belahan 

dunia untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik dengan menggunakan 

bantuan teknologi informasi, seperti dengan menggunakan website resmi atau 

aplikasi resmi pemerintah (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro Galera et al., 2014).  

Berangkat dari kajian akuntabilitas dan transparansi terdahulu, khususnya 

fenomena digitalisasi praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana 

pemerintah dalam satu dekade belakangan ini. Fenomena akuntabilitas dan 

transparansi keuangan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid 19 ini menemukan 

momentum yang tepat untuk dikaji sebagai salah satu bentuk kebaruan dalam kajian 

akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah yang bergerak ke arah full-

digital.  

Hal ini dikarenakan, pertama, terjadi gejala turunnya kepercayaan publik 

terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di era Covid-19 akibat kasus korupsi 

Bansos yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial (Iqbal, 2021). Kedua, 

melambatnya pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai daerah dengan 

menggunakan alasan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 juga 

membuat publik mempertanyakan ketepat-sasaran dari aktivitas refocusing anggaran 

tersebut (Cahya et al., 2021; Indonesia corruption watch, 2020; Syaipudin, 2020). 

Ketiga, pembatasan aktivitas fisik untuk menekan laju penyebaran Covid-19 

menyebabkan akses terhadap informasi publik tidak sebebas seperti sebelum 

pandemi (Saputra, 2021).  Maka tentu, pilihan digitalisasi praktik akuntabilitas dan 

transparansi adalah yang paling relevan untuk dipilih oleh pemerintah dalam rangka 

menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah (Cahya et al., 2021). Berdasarkan 

hal tersebut, penelitian ini kemudian berfokus untuk meneliti bagaimana 
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akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah, di era covid-19 ini, pada website 

pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia? 

Selain dari yang telah diutarakan sebelumnya, terdapat alasan lain mengapa 

memilih fokus penelitian pada isu akuntabilitas dan transparansi anggaran 

pemerintah se-Indonesia melalui website Pemda. Pertama, aktivitas Pemda di seluruh 

Indonesia menarik dikaji dikarenakan dalam rentang satu dekade terakhir Pemda se-

Indonesia juga turut mengalami transformasi aktivitas akuntabilitas dan transparansi 

ke arah digital. Hal ini ditandai dengan semakin informatifnya website resmi Pemda 

se-Indonesia (Shahib & Risky, 2017; Shahib, Sukoharsono, Achsin, & Prihatiningtias, 

2020a). Namun demikian, aktivitas akuntabilitas Pemda di website resmi-nya masih 

bersifat sukarela karena belum diatur oleh aturan terkait (Shahib & Risky, 2017; 

Shahib et al., 2020a). Hal ini kemudian memungkinkan perbedaan pola akuntabilitas 

website dari tiap Pemda. 

Kedua, dalam satu dekade terakhir ini juga, jumlah Pemda se-Indonesia yang 

mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai salah satu indikator 

tertib administrasi keuangan, dari BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan-Republik 

Indonesia) terus meningkat, bahkan hingga mencapai persentase 80-90 persen dari 

total seluruh Pemda di Indonesia (BPK-RI, 2021). Hal ini tentu menarik dikaji 

linearitasnya dengan bagaimana pola akuntabilitas dan transparansi yang 

digambarkan dalam website Pemda se-indonesia. 

Ketiga, di era pandemi kali ini, pola pemberitaan yang timpang akibat 

terpusatnya media massa di wilayah Indonesia barat (khususnya, Jakarta), membuat 

pengawasan atas aktivitas pemerintah yang dilakukan media massa cenderung hanya 

berfokus di wilayah Indonesia barat. Maka penelitian ini diharapkan dapat 

meneropong Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (R. 

William Liddle, 2013), dengan lebih adil dan menyeluruh. 

Penelitian ini pada akhirnya memberikan beberapa kontribusi. Pertama, dalam 

mengembangkan kajian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah. Khususnya 

dalam konteks akuntabilitas dan transparansi keuangan berbasis website pada 

Pemda di Indonesia. Kedua, penelitian ini memberikan masukan kebijakan kepada 

Pemda dalam mengembangkan pola akuntabilitas dan transparansi keuangan 
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dengan memanfaatkan kemajuan teknologi website secara lebih efektif. Ketiga, 

tentu penelitian ini akan mengisi diskusi isu-isu akuntabilitas dan akuntansi dalam 

literatur kajian pemerintahan terkini. 

Artikel penelitian ini kemudian akan dibahas secara terstruktur. Pertama, 

pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan terakhir, 

kesimpulan. 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi anggaran 

pemerintah, pada website Pemda se-Indonesia di era Covid 19 ini, penelitian ini 

kemudian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis analisis konten. 

Metode analisis konten merupakan metode yang umumnya digunakan secara luas 

untuk menilai kuantitas dan kualitas informasi yang disiarkan/diterbitkan oleh entitas 

privat dan publik melalui berbagai media (cetak, online, dan gambar bergerak) 

(Creswell, 2013; Jose, Lee, & Lee, 2017; Krank, Wallbaum, & Grêt-Regamey, 2010; Mir, 

Chatterjee, & Taplin, 2015; Navarro Galera et al., 2014; Parker, 2009; Saldaña, 2013; 

Shahib et al., 2020a). Umumnya, penggunaan analisis konten akan berujung pada 

penggunaan standar/acuan “ada” atau “tidak ada”-nya suatu informasi di media yang 

dimiliki entitas.  Hal ini kemudian akan berujung pada pemberian nilai 1 untuk 

informasi yang tersedia dan O untuk informasi yang tidak tersedia berdasarkan acuan 

tertentu (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro, Ríos, Ruiz, & Tirado, 2014).  

Hal ini kemudian menjadikan acuan penilaian untuk analisis konten menjadi hal 

yang sangat penting untuk dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, mengikuti saran-

saran penelitian terdahulu, salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas 

acuan/standar penilaian dalam penelitian yang menggunakan analisis konten adalah 

dengan melakukan replikasi dan penyesuaian standar/acuan dari penelitian terdahulu 

yang telah luas digunakan (Creswell, 2013; Jose et al., 2017; Krank et al., 2010; Mir et 

al., 2015; Navarro Galera et al., 2014; Parker, 2009; Saldaña, 2013; Shahib et al., 2020a). 

Penelitian ini kemudian melakukan penyesuaian dari standar/acuan analisis konten  

untuk menilai akuntabilitas Pemda yang telah digunakan oleh Navarro Galera et al., 

(2014).   
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Ada tiga alasan utama mengapa acuan analisis konten Navarro Galera et al., 

(2014) dipilih. Pertama, acuan analisis konten yang digunakan oleh Navarro Galera et 

al., (2014) adalah acuan berbasis model GRI (Global Reporting Intitiative), suatu 

lembaga internasional yang konsen membantu entitas publik dan swasta atas isu-isu 

akuntabilitas dalam bentuk laporan (GRI, 2010). Panduan GRI ini telah luas digunakan 

dan diakui secara internasional sebagai acuan valid untuk mengukur publikasi 

informasi entitas publik (GRI, 2010, 2016; Hossain, Nik Ahmad, & Siraj, 2016; Joseph et 

al., 2016; Niemann & Hoppe, 2018). Kedua, acuan yang digunakan Navarro Galera et 

al., (2014)  juga menyesuaikan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh 

badan-badan akuntansi dunia seperti Audit Commission, Chartered Institute of Public 

Finance and Accountancy  (CIPFA), dan Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) , yang membuat acuan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

akuntabilitas secara keseluruhan dan transparansi keuangan sebagai konsekuensi 

penjelasan “situasi atau kualitas pertanggungjawaban” dari akuntabilitas keuangan 

pemerintah (Navarro et al., 2014). Ketiga, studi Navarro Galera et al., (2014) telah 

dirujuk oleh banyak peneliti dari seluruh dunia. Scopus (2022) mencatat terdapat 62 

artikel yang merujuk penelitian ini  dan Google-Scholar (2022) mencatat 108 artikel 

dan buku yang telah merujuk penelitian ini. 

Akhirnya, setelah melakukan penyesuaian dengan konteks Pemda di Indonesia, 

berikut acuan indikator analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19 

No. INDIKATOR  

1 Apakah terdapat profil website pemerintahan? 

2 Apakah layanan publik telah dipublikasikan? 

3 Apakah kinerja pemda telah digambarkan secara efektif dan efisien pada website 
pemda? 

4 Apakah informasi program Pemerintah telah disajikan pada website? 

5 Apakah APBD tahun 2020 diungkapkan pada website Pemda?  

6 Apakah realokasi anggaran Covid-19 pada tahun 2020 diungkapkan pada website 
Pemda? 

7 Apakah Alokasi modal telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi keuangan 
di website Pemda? 

8 Apakah laporan tentang kebijakan akuntabilitas yang dipublikasikan dihadirkan pada 
website Pemda? 

9 Apakah laporan tentang perkiraan pengeluaran dipublikasikan di website Pemda? 
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10 Apakah pengeluaran bruto telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi 
keuangan di website Pemda? 

11 Apakah terjadi kesulitan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran 
Pemda di website Pemda? 

12 Apakah mudah dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran di Website 
Pemda? 

13 Apakah anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh 
masyarakat di website Pemda? 

14 Apakah penyajian anggaran telah menyertakan periode sebelumnya di website 
Pemda? 

15 Apakah tampilan dalam mengevaluasi anggaran hanya membandingkan dengan 
realisasi sesungguhnya? 

16 Apakah proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus? 

17 Apakah laporan pertanggung jawaban anggaran tahunan dipublikasikan tepat 
waktu? 

Sumber: Navarro Galera et al., (2014) disesuaikan dengan konteks Pemda di Indonesia 

 
Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran 

NO. INDIKATOR 

1 Ketersediaan Laporan Keuangan dengan Lengkap 
2 Ketersediaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

3 Ketersediaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

4 Ketersediaan Laporan Operasional (LO) 

5 Ketersediaan Laporan Arus Kas 
6 Ketersediaan Laporan Perubahan Modal 

7 Ketersediaan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

8 Ketersediaan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) 

Sumber: Navarro Galera et al., (2014) disesuaikan dengan konteks Pemda di Indonesia 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disaksikan bahwa sudut pandang yang 

digunakan dalam penelitian ini  adalah mencoba melihat praktik akuntabilitas 

anggaran di website Pemda se-Indonesia secara holistik yang mampu mewakili tiga 

dimensi praktik akuntabilitas yaitu (1) “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”, 

(2) “kewajiban atau keinginan untuk menerima pertanggungjawaban”, dan (3) 

“mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Deegan, 2017; Ezzamel, 1997; Ramanna, 

2013; Shahib, 2021). Sedangkan tabel 2, tabel ini menunjukkan acuan utama aktivitas 

transparansi anggaran pemerintah yang berbasis pada kemudahan akses dan 

ketersediaan informasi atas keterkaitan siklus anggaran dan pelaporan keuangan  

yang dapat dilihat dan dipahami jika seluruh unsur laporan keuangan Pemda berbasis 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tersedia (ICMA, 2021). 
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Selanjutnya dalam menerapkan metode konten analisis berbasis acuan dari 

tabel 1 dan 2 di atas, Penelitian ini berfokus kepada seluruh website Pemda (34) 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (514) Se-Indonesia. Jika informasi berbasis acuan 

tersebut tersedia atau diungkapkan via website Pemda maka tiap Pemda diberikan 

nilai 1 dan 0 jika sebaliknya. Hal ini kemudian menghasilkan indikator numerik dari 

jumlah informasi yang dikeluarkan di setiap website Pemda. Tidak lupa, analisis 

dengan lebih fokus dilakukan untuk menghindari subjektivitas (Joseph, Pilcher, & 

Taplin, 2014).  Kemudian, skor total untuk Pemda diperoleh sebagai jumlah aritmatika 

dari nilai yang diperoleh untuk setiap item indikator acuan.  

Dalam pengambilan data, penelitian ini fokus mengambil data dalam rentang 

bulan September – November 2021. Periode ini dipilih karena dianggap paling 

menggambarkan situasi re-focusing anggaran yang dialami semua pemda di 

Indonesia sejak awal tahun 2020 yang akan tergambar dalam laporan keuangan 

pemerintah tahun 2020 yang diperiksa oleh BPK-RI pada awal tahun 2021 (Januari-

Mei). Selain itu, rentang waktu ini dipilih berdasarkan asumsi tampilan informasi 

keuangan di website Pemda dalam periode ini tidak akan mengalami perubahan 

karena telah melewati masa audit laporan keuangan pemerintah untuk tahun 2020 

(Januari-Mei) dan tidak berada pada fase finalisasi penyusunan laporan keuangan 

(UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan 

Negara). 

Metode penelitian ini kemudian menjadikan studi ini memiliki dua level analisis. 

Pertama, analisis deskriptif dari hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkatan 

informasi yang diungkapkan oleh Pemda se-Indonesia. Kedua, analisis lanjutan untuk 

melihat bagaimana hubungan hasil penelitian ini dengan diskusi isu-isu akuntabilitas 

dan transparansi pemerintah dalam literatur kajian pemerintahan terkini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

Sebagaimana yang dapat disaksikan dalam Tabel 3 di bawah ini, pola 

akuntabilitas dan transparansi anggaran Covid-19 Pemda Provinsi (Pemprov) se-

Indonesia menunjukkan tren yang cenderung seragam. Bahkan jika mengikuti 
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pembagian zona waktu, terlihat wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia tidak 

memiliki perbedaan yang jauh mencolok satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dari masih 

banyaknya Pemprov di tiap zona waktu yang nilai akuntabilitas websitenya berada 

dibawah nilai 9 sebagai nilai tengah dari total skor acuan akuntabilitas website 

penelitian ini.  

Tabel 3. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 
pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia 

 
Sumber: data diolah (2021) berbasis pada tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19 

&Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran 

 
Hal menarik lainnya, ternyata hanya tiga Pemprov, yakni Kalimantan Utara, 

Barat, dan Sulawesi Tenggara yang mempublikasikan “informasi realokasi anggaran 

covid pada tahun 2020” (indikator nomor 6. Akuntabilitas) pada website Pemda 

dalam rentang pengamatan penelitian ini (September – November 2021).  Namun, 

ketiga Pemprov ini tercatat tidak sama transparannya dalam menyediakan akses ke 

laporan keuangannya. Tercatat, hanya Pemprov Kalimantan barat yang praktik 

akuntabilitas realokasi anggaran Covid-19-nya selaras dengan transparansi laporan 

keuangannya sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3 di atas. 
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Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Indonesia 

Selanjutnya, setelah melakukan pengumpulan alamat dan menganalisis website 

Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia, ditemukan fakta yang menarik dari total 514 

Kabupaten/Kota, ternyata hanya 407 (79%) Pemda Kabupaten/Kota yang websitenya 

dapat diakses dan memiliki informasi yang dibutuhkan penelitian ini. Mengingat 

banyaknya jumlah website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia, studi ini kemudian 

mengelompokkan hasil analisis konten website Pemda Kabupaten/Kota dengan 

melakukan akumulasi berbasis indikator akuntabilitas dan transparansi anggaran 

Covid-19 yang digunakan penelitian ini, sekaligus mengikuti format pembagian zona 

waktu Indonesia, timur, tengah, dan barat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 

4 berikut ini: 

Tabel 4. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 
pada Pemda Kab/Kota Se-Indonesia 

 
Sumber: data diolah (2021) berbasis pada tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19 

&Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran 

 Berdasarkan data Tabel 4 tersebut, terlihat jelas bahwa pola informasi 

akuntabilitas website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia sudah semakin ramai dan 

semarak. Namun, terdapat catatan penting yang juga selaras dengan temuan di Tabel 

3 sebelumnya, bahwa informasi akuntabilitas realokasi anggaran covid 19 pada tahun 

2020 (indikator no.6) cenderung tidak menjadi prioritas Pemda untuk 

mempublikasikannya ke masyarakat luas. Hal yang juga tergambar dengan 

rendahnya skor transparansi informasi pelaporan anggaran yang ditunjukkan oleh 

tabel 4. Selain itu, hal menarik lainnya adalah studi ini menemukan rendahnya skor 

dari Pemda Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia tengah dan timur dari segi 

akuntabilitas (fokus poin 6-17) dan transparansi anggaran Pemerintah. Hal ini 

kemudian menarik untuk didiskusikan lebih jauh.  
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Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 di Website Pemda: Daya 
Legitimasi sosial, NPM, dan infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi   

Menarik kemudian untuk mendiskusikan hasil penelitian di atas dari berbagai 

perspektif. Terutama mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan kajian-kajian pola 

akuntabilitas pemerintah. Setidaknya ada tiga sudut pandang teoritis yang dapat 

menjelaskan fenomena tersebut. 

Pertama, sudut pandang praktik akuntabilitas pemerintah adalah simbol 

legitimasi sosial tatanan masyarakat. Sudut pandang ini berdasar pada teori legitimasi 

yang mengasumsikan bahwa semua organisasi, termasuk juga organisasi 

pemerintah, senantiasa mencoba untuk berperilaku etis sesuai standar etika 

masyarakat di mana organisasi tersebut beroperasi agar mereka dapat menjaga 

eksistensi dan legitimasi sosialnya di tengah masyarakat (Hahn & Kühnen, 2013; Qian, 

Burritt, & Monroe, 2011; Shahib & Risky, 2017). Menyediakan laporan akuntabilitas 

dalam berbagai bentuknya kemudian dipercaya banyak peneliti sebagai cara yang jitu 

untuk mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas baik organisasi untuk menjaga 

legitimasi sosialnya (Hahn & Kühnen, 2013; Qian et al., 2011; Shahib, 2021; Shahib & 

Risky, 2017). Terlebih, jika terdapat dorongan/tekanan publik agar organisasi 

mempertanggungjawabkan suatu isu. Maka umumnya, organisasi akan 

menggunakan instrumen laporan akuntabilitasnya untuk lebih fokus menjelaskan hal 

tersebut c. Hal ini dikarenakan dalam logika akuntabilitas, laporan adalah resume 

akhir yang dapat menggambarkan tiga dimensi utama akuntabilitas yaitu (1) “situasi 

atau kualitas pertanggungjawaban dari suatu entitas”, (2) “kewajiban atau keinginan 

entitas untuk menerima pertanggungjawaban”, dan (3) “bagaimana entitas 

mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Shahib, 2021).   

Dengan logika teori legitimasi sosial ini, temuan penelitian ini kemudian seolah 

menunjukkan bahwa keresahan dan pertanyaan-pertanyaan kritis publik atas 

pengelolaan dan refocusing anggaran Pemda untuk penanggulangan Covid-19 (Cahya 

et al., 2021; CNN-Indonesia, 2021; Indonesia corruption watch, 2020; Junaidi, Sukarna, 

Arifin, & Soegianto, 2020; Tarigan et al., 2020) belum dianggap sebagai fenomena 

yang harus ditanggapi dengan serius oleh mayoritas Pemda di Indonesia meskipun 

sarana website tersedia untuk itu. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa dibaca sebagai 



Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah 
di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia 

Jurnal Transformative 8(1), 2022   | 114  

 

tanda bahwa pandangan kritis masyarakat atas isu anggaran Covid-19 belum memiliki 

daya tekan yang kuat sehingga belum dapat memaksa Pemda untuk lebih akuntabel 

dan transparan atas isu tersebut (Hahn & Kühnen, 2013; Qian et al., 2011; Shahib & 

Risky, 2017). Terlebih dalam konteks saat ini, meskipun telah ada UU Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sayangnya belum ada instrumen hukum 

turunannya yang mewajibkan dan mengatur secara jelas praktik akuntabilitas Pemda 

di website resmi mereka. 

Selanjutnya, sudut pandang kedua yang juga memiliki kemungkinan 

mempengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi berbasis website dari Pemda di  

seluruh Indonesia  adalah dominannya paradigma New Public Management (NPM) 

dalam tata kelola Pemda saat ini (Bell, Hoque, Harun, Van Peursem, & Eggleton, 2012; 

Shahib, 2021). Paradigma NPM ini percaya bahwa gaya tata kelola dan kinerja 

manajemen pemerintah akan lebih baik jika mengikuti cara pandang linear, mekanis, 

ekonomis (berbasis pasar), dan efisien-efektif sebagaimana perusahaan berorientasi 

profit bekerja (Bell et al., 2012; Diefenbach, 2009; Harun & Robinson, 2010; Shahib, 

2021). 

Jejak paradigma NPM ini dapat ditelusuri sejak tahun 80-90an dipopulerkan 

oleh negara-negara maju dunia seperti Amerika, Kanada, dan Inggris (Diefenbach, 

2009; Goldfinch & Wallis, 2010; Lapsley, 2009; Lorenz, 2012; Perez-Lopez, Prior, & 

Zafra-Gómez, 2015) dan penyebarannya didukung oleh lembaga think-tank 

terkemuka dunia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary 

Fund) (de Vries & Nemec, 2013; Harun, An, & Kahar, 2013; Prabowo, Leung, & Guthrie, 

2017). Krisis ekonomi-politik di tahun 1998 kemudian menjadi momentum bagi 

lembaga-lembaga dunia, seperti Bank dunia dan IMF, untuk mendorong pemerintah 

Indonesia mengadopsi paradigma NPM ini dalam tata kelola pemerintahnya dari 

pusat hingga ke seluruh daerah. Bahkan, dorongan ini terlihat seperti paksaan, 

dikarenakan hal ini menjadi syarat bantuan utang IMF ke pemerintah Indonesia, 

termasuk juga kepada negara-negara lain yang membutuhkan bantuan keuangan di 

masa itu (Bell et al., 2012; Hadi et al., 2012; Harun & Robinson, 2010).  

Paradigma NPM kemudian perlahan terinstitusionalisasi mulai dari peraturan 

hingga ke praktik kerja pemerintah. Sebut saja, praktik seperti penilaian kinerja 
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berbasis aturan, pengendalian biaya, orientasi kinerja yang efisien dan efektif, dan 

kerja yang berorientasi laporan audit semakin menguat (Shahib, 2021). Disadari atau 

tidak, kondisi ini kemudian membuat pemerintah, pusat dan daerah, perlahan 

bertransformasi layaknya perusahaan yang berorientasi pasar dan profit. Pemerintah 

akan cenderung fokus kepada orientasi efisien-efektif kerja berbasis indikator 

keuangan dan pertumbuhan ekonomi semata, serta cenderung menafikan hal-hal 

non-keuangan lainnya, seperti isu sosial, budaya dan lingkungan (Diefenbach, 2009; 

Djamhuri, 2009; Lapsley, 2009; Rajiani, 2011; Shahib, 2021).  

Berdasarkan pemaparan atas pengaruh kuat NPM dalam gaya tata kelola 

pemerintah tersebut, faktor kuatnya orientasi efisien-efektif kerja berbasis aturan 

dan indikator keuangan dari gaya NPM memiliki kemungkinan menjadi pertimbangan 

utama Pemda untuk belum berfokus dalam praktik akuntabilitas dan transparansi 

anggaran covid-19 di website mereka. Hal ini disebabkan karena kewajiban utama 

yang diatur dan menjadi simbol akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

Pemda adalah terlaksananya pelaporan keuangan Pemda berbasis Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) yang laporannya wajib diaudit oleh BPK-RI sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah  No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan UU 

No. 15/2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara.   

Sehingga, selama Pemda sudah menjalankan peraturan tersebut dan ini jelas 

tergambar dari jumlah Pemda se-Indonesia yang mendapatkan opini WTP dari BPK-RI 

yang telah mencapai persentase 80-90 persen dari total seluruh Pemda di Indonesia 

untuk tahun laporan keuangan 2021 (BPK-RI, 2021). Pemda kemudian akan 

menganggap bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Meskipun, 

terdapat begitu besar dorongan publik agar Pemda lebih akuntabel dan transparan 

dalam pengelolaan anggaran Covid-19 dengan memanfaatkan semua sumber 

dayanya. 

Terakhir, sudut pandang ketiga yang memiliki kemungkinan besar 

mempengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi berbasis website dari Pemda di  

seluruh Indonesia adalah tatanan infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi  

masyarakat Indonesia yang belum merata (CNN Indonesia, 2019).  Dalam kajian 
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akuntabilitas berbasis internet, ketersediaan infrastruktur sosial-pendidikan-

teknologi yang membuat masyarakat melek internet adalah hal yang diduga menjadi 

faktor penting yang mempengaruhi pola akuntabilitas pemerintah di internet 

(Alcaraz-Quiles et al., 2015).  

Hal ini berdiri di atas asumsi bahwa dunia internet adalah dunia paralel (Shahib 

et al., 2020a). Maksudnya, pemerintah cenderung akan melakukan segala upaya 

untuk lebih akuntabel di dunia internet jika masyarakatnya juga sudah sangat aktif di 

dunia internet (Shahib et al., 2020a). Contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana 

gerakan aktivisme sosial-lingkungan di negara-negara maju menggunakan media 

sosial, seperti twitter dan facebook untuk menjalankan protesnya terhadap 

pemerintah dan pemerintah pun meresponsnya dengan melakukan counter-

discourse melalui website dan akun-akun media sosial resmi mereka (Eltantawy & 

Wiest, 2011; Lee, So, & Leung, 2015; Lotan, Graeff, Ananny, Gaffney, & Pearce, 2011). 

Bahkan hingga menggunakan pasukan Buzzer (pendengung) untuk melawan narasi 

gerakan aktivisme tersebut  (Bell et al., 2012; Shahib, 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pemda-Pemda di 

wilayah Indonesia barat lebih akuntabel dan transparan di websitenya. Hal ini tentu 

menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi di 

Indonesia belum merata. Sehingga, belum tercipta dunia yang paralel yang membuat 

Pemda dipaksa untuk lebih akuntabel dan transparan  di dunia maya khususnya untuk 

wilayah Indonesia tengah dan timur. Hal ini juga sangat sesuai dengan data yang 

menunjukkan meskipun Indonesia tercatat memiliki 202,35 juta pengguna internet 

dan termasuk dari lima besar negara pengguna internet terbesar di dunia. Namun 

sebarannya, masih terpusat di wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa yang 

mencapai 55-60% total pengguna internet di Indonesia (Kurnia & Astuti, 2017; 

Situmorang, 2012). Hal ini juga kemudian dapat menjelaskan mengapa isu pemerintah 

pusat dan DKI Jakarta yang lebih banyak menjadi sorotan pengguna internet di 

Indonesia, khususnya melalui platform media sosial, seperti twitter, facebook, dan 

instagram (Juliadi, 2017; Shahib et al., 2020a).  

 



Habib Muhammad Shahib, Muhammad Ridwan Hasanuddin, 
Yasmi Nurdin, Siprianus Palete, Fenny Mika, Reski Rahayu Saputri 

Jurnal Transformative 8(1), 2022 | 117  

 

Menatap Pola Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemda berbasis website 

Setelah Covid-19. 

Setelah pembahasan dari berbagai perspektif atas hasil studi ini, penting 

kemudian mendiskusikan akan ke mana pola akuntabilitas dan transparansi anggaran 

pemda yang berbasis website setelah pandemi Covid-19. Setidaknya ada  tiga poin 

penting yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini. 

Poin pertama, dengan semakin banyak dan tersebarnya pengguna internet di 

Indonesia yang turut memaralelkan ruang publik di kehidupan nyata dan maya 

(Kurnia & Astuti, 2017; Situmorang, 2012). Publik membutuhkan pola tekanan publik 

yang berbeda dan lebih sesuai zaman untuk mendorong Pemda untuk lebih 

akuntabel dan transparan dalam isu pengelolaan anggarannya. Hal ini tentu 

membutuhkan komunikasi yang intens, baik secara offline maupun online, dari 

kelompok-kelompok sipil untuk mencari dan membangun pola baru tersebut. Tidak 

lupa, bangunan pola atau metode ini wajib mempertimbangkan konteks sosial-

masyarakat yang unik dari masing-masing wilayah di Indonesia (Shahib, 2021; Shahib 

et al., 2020a). 

Tentu, pola atau metode tekanan publik yang efektif untuk menekan 

pemerintah hanya akan dapat didapatkan oleh publik jika tingkat literasi penggunaan 

internet publik, dalam mengawal isu pemerintahan dan sosial, juga meningkat 

kualitasnya (Kurnia & Astuti, 2017; Kurniawan & Rye, 2014; Shahib et al., 2020a). Hal 

ini kemudian menjadikan tingkat kualitas literasi internet masyarakat menempati 

poin kedua sebagai hal yang akan sangat mempengaruhi pola akuntabilitas dan 

transparansi anggaran Pemda di masa depan. Maka, peningkatan kualitas literasi 

internet masyarakat menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama seluruh elemen 

masyarakat. Tidak terkecuali pemerintah, sebab pemerintahan yang baik hanya dapat 

hadir dari masyarakat yang memiliki kemampuan mengawal jalannya pemerintahan 

dengan baik (Fukuyama, 2014). 

Terakhir, penelitian ini menemukan poin penting untuk memaksa Pemda untuk 

lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakatnya adalah dengan menghadirkan 

standar akuntabilitas berbasis website. Hal ini dikarenakan pola NPM yang 

menekankan aktivitas pemerintah harus berbasis standar yang jelas dan 
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mempertimbangkan efektif dan efisiennya suatu program sudah begitu mengakar 

dalam tata kelola pemerintah hari ini (Shahib, 2021). Kehadiran standar ini tentu wajib 

melibatkan seluruh stakeholder pemerintah dalam penyusunannya. Khususnya, 

melibatkan perwakilan masyarakat sipil dari daerah-daerah. Sehingga pada akhirnya, 

standarisasi ini tetap mengakomodir pandangan berbasis konteks sosial-masyarakat  

daerah-daerah di Indonesia (Shahib et al., 2020b) yang akan memperkuat 

pengawalan penerapan standar akuntabilitas berbasis internet ini sebagaimana yang 

jamak terjadi di belahan dunia maju lainnya (Niemann & Hoppe, 2018). Akhirnya, 

bagaimana pola akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemda di era internet akan 

sangat tergantung pada tiga poin utama yang telah dijelaskan sebelumnya dan 

tergambar dengan jelas dalam gambar berikut ini. 

Gambar 1. Masa depan Akuntabilitas dan Transparansi 
Anggaran Pemda di era Internet 

 
Sumber: data diolah berbasis hasil penelitian ini. 

 

KESIMPULAN 

Setelah mengkaji fenomena akuntabilitas dan transparansi anggaran 

pemerintah, di era covid-19 ini, pada website Pemda se-Indonesia, studi ini kemudian 

menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, era internet dan digital ini semakin 

memperkuat infrastruktur digital di masyarakat. Di satu sisi, Pemda semakin 

mencoba untuk lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakat dengan 
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menghadirkan website resmi mereka. Sayangnya, informasi yang ditampilkan belum 

terlihat menjawab tuntutan publik yang ingin mengetahui akuntabilitas dan 

transparansi anggaran pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Hal 

yang kemudian ditengarai sebagai penyebabnya adalah  pandangan kritis masyarakat 

atas isu anggaran Covid-19 belum memiliki daya tekan publik yang kuat sehingga 

belum dapat memaksa Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan atas isu 

tersebut.  

Setali tiga uang dengan kesimpulan pertama di atas, hasil penelitian ini semakin 

memperkuat bukti bahwa gaya NPM dalam manajemen pemerintah yang sangat 

berbasis pada standar dan ukuran yang didasarkan pada manfaat ekonomi dan 

ukuran efektif-efisiensi kinerja pemerintah terlihat sudah sangat terinstitusionalisasi 

dalam laku Pemda se-Indonesia. Hal ini kemudian membuat Pemda hanya berfokus 

kepada aturan yang telah ditetapkan, yakni hanya menyediakan laporan keuangan 

yang akan diaudit oleh BPK-RI, karena hal ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas. 

Akhirnya, Pemda se-Indonesia belum memfokuskan dirinya untuk lebih akuntabel 

dan transparan dalam isu keuangan di website resminya.  

Dari dua catatan utama tersebut, kebutuhan akan peningkatan literasi internet 

masyarakat juga tidak kalah penting untuk digalakkan. Sebab hal ini akan 

menghadirkan komunitas masyarakat yang memiliki pemahaman tentang 

pentingnya praktik akuntabilitas dan transparansi Pemda yang akan secara paralel 

tergambar melalui website resmi mereka. Pada akhirnya, peningkatan literasi internet 

masyarakat juga akan membantu hadirnya standar akuntabilitas dan transparansi 

berbasis website yang sesuai dengan konteks sosial-masyarakat di daerah.  Akhirnya, 

penelitian ini kemudian diharapkan dapat memperkaya dan mengisi diskusi isu-isu 

akuntabilitas dan akuntansi dalam literatur kajian pemerintahan terkini di Indonesia. 

Sekaligus, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kajian-kajian baru dengan 

fokus studi pola akuntabilitas dan transparansi pemerintah di era internet dan sosial 

media dalam konteks Indonesia bahkan dunia.  
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